
 
 

 

 

 

 

 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 
 

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU 

NOMOR 598 TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA 

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 

 

Menimbang : a. 

 

bahwa untuk kelancaran pelayanan dan percepatan 

pelaksanaan administrasi kepegawaian, perlu dilakukan 

pendelegasian kewenangan penandatanganan perjanjian 

kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; 

 

  b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka bagi 

penyelenggaraan pemerintahan dapat melakukan 

pelimpahan kewenangan melalui delegasi wewenang dan 

pemberian mandat sesuai ketentuan peraturan              

perundang-undangan; 

 

  c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 

Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perjanjian 

Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; 

  

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 

Keputusan Gubernur Kepulauan Riau; 

    

Mengingat : 1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237); 

3.  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



 
 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5.  

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

7.  

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6897); 

9.  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6264); 

 

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332); 

    

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : 

 

KESATU : Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perjanjian Kerja 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 

 

KEDUA : 

 

 

KETIGA : 

Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 

diberikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 

  

Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA 

adalah untuk menandatangani perjanjian kerja Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Riau. 

 



 
 

KEEMPAT :

  

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal         

ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Salinan 

 

 

 

 

: Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 

2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 

3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 

4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan 

Riau di Tanjungpinang. 

 
 

Ditetapkan di Tanjungpinang 

pada tanggal 14 Mei 2025    

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 

  

 

  

 

ANSAR AHMAD 
 


